LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 1 TAHUN 2007 SERI E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 1 TAHUN 2007

TENTANG

PROSEDUR PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH KABUPATEN

Menimbang

SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

a. bahwa proses pembangunan Daerah merupakan bagian dari

pembangunan Nasional yang harus dirumuskan secara seksama
mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,
pengendalian pelaksanaan, sampai dengan evaluasi;

. bahwa untuk menyelaraskan berbagai urusan yang menjadi

kewenangan daerah diperlukan suatu prosedur perencanaan dan
penganggaran daerah yang disusun secara sistematis, terarah,
terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan, sehingga
dapat dijadikan acuan yang aplikatif dan implementatif;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf
a dan huruf b diatas, perlu diatur Prosedur Perencanaan dan
Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah,



Mengingat

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan

Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara
Tahun 1950);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3851);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan

Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4310);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4400);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasiona (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4548);
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Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3866);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3952);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja
Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4405);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4593);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengel olaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2000
tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000
Nomor 1 Seri D.1);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 48 Tahun 2000
tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Lembaran
Daerah Tahun 2000 Nomor 65 Seri D.42);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 50 Tahun 2000
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah
Tahun 2000 Nomor 66 Seri D.43);



20. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 19 Tahun 2003
tentang Rencana Strategis Daerah Kabupaten Sumedang Tahun
2003-2008 (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 39 Seri D.38);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2006

tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 9 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

dan

BUPATI SUMEDANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG
PROSEDUR PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.

3. Bupati adalah Bupati Sumedang.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah.
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Penyelenggara pemerintahan daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah.

Bapeda adalah Badan Perencana Daerah Kabupaten Sumedang.

Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Organisasi/lembaga
pada pemerintah daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Dinas Daerah dan
Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan
kebutuhan daerah.

Prosedur adalah suatu urutan proses dan tata cara yang harus ditempuh dalam rangka
menyusun rencana dan anggaran daerah.

Sistem Perencanaan Pembangunan adalah satu kesatuan tata cara perencanaan
pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka
panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara
negara dan masyarakat di Kabupaten Sumedang.

Pembangunan Daerah adalah upaya yang dilaksanakan terus menerus dan terencana
oleh semua komponen pemerintahan dan masyarakat di daerah dalam rangka mencapai
tujuan bernegara dan mewujudkan visi daerah.

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat,
melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Penganggaran adalah suatu proses menyusun kerangka kebijakan publik yang memuat
hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat yang tercemin dalam
pendapatan, belanja, dan pembiayaan, dengan menggunakan prinsip partisipas,
transparansi, akuntabilitas, disiplin, keadilan, efisiensi, dan efektivitas anggaran.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD
adal ah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPIMD
adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang
selanjutnya disingkat Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja
Perangkat Daerah periode 5 (lima) tahun.

Pagu Indikatif adalah rancangan awal program prioritas dan patokan batas maksimal
anggaran yang diberikan kepada SKPD dirinci berdasarkan plafon anggaran sektoral
dan plafon anggaran kecamatan.



